BAB III
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

3.1. Pengertian harta bersama dalam perkawinan

Harta bersama merupakan harta yang timbul karrena adanya
suatu ikatan pernikahan antara< seorang laki-laki dengan seorang
perempuan, ketika masing-masing suami dan isteri berusaha mencari
harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta benda tersebut
dinamakan dengan harta bersama antara suami dan istri. Harta bersama
bisa dipergunakan untuk kepentingan keluargastanpa mempersoalkan
siapapun yang berusaha atas harta tersebut.

Beberapa ah i\_;ﬁengemukakan /pehgerfian harta bersama,
diantaranya: “ W P‘,
3.1.1. Andi hamzah, menga"c'éika_r.l\ ‘;harté' bersama adalah harta yang
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3.1.2. Sudarsono, nﬁg}j}deﬁigisikax} “}},a_rta berfsa‘ma adalah harta yang

AW\

diperoleh suami isteri séeara bersama-sama’ dalam perkawinan”.

(Sudarsono 1992, 160)

3.1.3. Iskandar ritonga, menjelaskan harta bersama itu adalah “harta
benda atau harta kekayaan yang diperoleh saat perkawinan atau
karena perkawinan serta selama perkawinan. Harta seperti ini
dalam masyarakat lebih dikenal dengan gono gini, di Aceh
dinamakan dengan Haureta si Haurekat, di Minangkabau dikenal
dengan harta Suarang, di Sunda diberi nama Guna Kaya atau
Tumpang Kaya atau Raja Kaya di kabupaten Sumedang, Serikat di
kabupaten Kuningan, sedangkan di Jakarta dikenal dengan nama

Harta Pencaharian, di Jawa dinamakan Barang Gana atau Gono
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Gini, di Bali disebut Prube-gabro, di Kalimantan disebut Barang
Berpantangan dan di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal
dengan nama Barang Cakara, sedangkan di Madura disebut
dengan nama Ghuna-ghana.” (Ritonga 1999, 78-79)

3.1.4. Zainuddin ali, memberikan definisi bahwa Harta bersama dalam
perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam

ikatan perkawinan. (Ali 2007, 56)

Jika diperhatikan, beberapa definisi di atas berbeda dari segi
redaksi, namun perbedaan tersebut tidaklah menimbulkan adanya
pertentangan pendapat antara definisi yang satu dengan definisi yang
lainnya. Karena masmt masing hanya mengemukakan jalan pemikirannya
sesuai dengan apa yang mereka pahami. Walaupu,n begitu maksud dan
tujuannya adalah sama, yaknl harta bersama ltu jalah semua harta yang

diperoleh selama perkawman berlangSUng

: Qalam tata_hukum dan peraturang yang berlaku_ di 1ndone51a
”harta”‘bérs:ajrr‘;la"‘ ni baﬂh dlkénal ijark tahir \d]an l?léﬁaku’nya uﬂdang-
undang no. H Uaiflﬁl‘% 1’.9'7'4 yaﬁ% merp?a\takan"%h“la }Lht"t'a -be#ama adalah
“harta benda yang dlierole'l}\selama perkaw[mznn men]adl harta bersama”.
(UU RI No.1/1974 2007, 45): Berdasa:k»annpasal ml jelas bahwa harta
bersama adalah harta yang didapat dalam atau ketika berlangsungnya
sebuah perkawinan yang mencakup segala harta yang ada di dalam
perkawinan. Begitu juga dengan sebalinknya, bahwa harta yang didapat di
luuar perkawinan seperti harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada
sebelum perkawinan dilaksanakan dan harta yang diperoleh dalam bentuk
hibah, hadiah dan warisan, bukanlah termasuk ke dalam harta bersama.

(Manan 2006, 108).

Menurut pasal 86 ayat (1) undang-undang no. 7 tahun 1989, yang
dimaksud dengan harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh

selama perkawinan”.(Depag RI, 1989, 167) Dalam kompilasi hukum Islam
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dijelaskan dalam pasal 1 huruf F bahwa, “harta kekayaan dalam
perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri
atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung
dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar
atas nama siapapun”.(Depag RI 1996) Sedangkan dalam pasal 119 kitab
undang-undang hukum perdata (BW), yang dimaksud dengan harta
bersama adalah “persatuan benda‘antara harta kekayaan suami isteri
demi hukum sejak berlangsungnya pernikahan, selama tidak diatur dalam

ketentuan lain”. (Subekti, Tjitrosudibio 2008, 26)

3.2. Landasan huk\tm A'harta bersama

Pada dasarny tI(lak ada percampuran h,arta kekayaan dalam
perkawinan antara suani dan 1str1 Konseﬁ harta bersama pada awalnya
berasal dari adat istiadat atau trad131 yang berkembang di indonesia.
Konsep ini kemudian dldukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang
berlakd i AM NEGERI
Das ‘"huk m“harfa Btzrsrm:va ldapgt[dlﬂe T rf’ melﬁlm undang-
undang danU ha? \F N J ¢
3.2.1. Undang- unda{ig, Perkawmaﬁl N@ xdl 'fal‘ﬂunt 1974 pasal 35 ayat (1)

" W

|
llatu an sebggal eri

disebutkan, bahwa yang dlmaksud dengan ‘harta bersama adalah
“Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya
harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan
tidak disebut sebagai harta bersama.

3.2.2. Kitab undang-undang hukum perdata pasal 119, disebutkan
bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut
hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal
itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian
perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak
boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara

suami istri.”
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3.2.3. Kompilasi hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya
harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” Di
dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam
perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya

milik masing-masing suami istri.

Hukum Islam mengakui-adanya harta yang merupakan hak milik
bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun
untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum _atas harta tersebut
sepanjang tidak bertentangan dengan syari‘at Islam Disamping itu juga
diberi kemungkinan ajjanya suatu serikat ker]a antara suami-istri dalam
mencari harta kekayaan Ol\eh karenanya apablla tergadl perceraian antara

suami istri, harta kekayaan tersebut d1bag1 Tnenurut hukum Islam dengan

P

kaidah hukum ;& Y) e Y tldak ada kemudaratan dan tidak boleh

memudar‘atkah" (_Dza]uﬁ %UTO 1) q}am kaldab\/{luh«,qm- 1ﬁL]aTan tﬁrbalk

yl V¥ B R

untuk men lesa an,\ha[rtaﬁrer a aﬁal lrenﬁanm bagi harta
‘ i B
tersebut sec éd (Nésdhtm Warjiati 199"7 4~

| W - —

Dari sisi hukum JsTam I_béuk ghh [ &kum__ kelompok syafi'iyah
maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada
satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan
sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam al-qur’an dan
sunnah harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta
kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya
demikian juga sebaliknya harta suami tetap menjadi milik suami dan dia

kuasai sepenuhnya.(Kusuma, Hilman Hadi. 2007, 127)

Dalam kitab-kitab fikih imam mazhab hanya ditemui pembahasan
bahwa harta masing-masing suami istri terpisah dan tidak ada

penggabungan harta setelah pernikahan terjadi, dan suami hanya
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berkewajiban menafkahi istri. Hal ini didasarkan pada surat an-nisa’ (4):

32, yaitu:
L &l dl,JuuMJ; G oea BT 5 GRS Y
o~ & & > < ;,4 A S0 g ¥ ~ 2—33 F

z % oW B -~
Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian
yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada
apa yang m reka usahakan, dan bagl P:flra wanita (pun) ada
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui egala sesuatu.
Namun kalau dll}hat darl sisi tekmsnya kepemlhkan harta secara

bersamaan antara suami dan 1str1 dalath kehldupan perkawinan tersebut

dapat disamakan dengan bentuk ker]asama atau didalam fikih disebut

engan ,ntuan’ia[dh“. yah’g;cﬂab"at'-';d{kat?go‘rlkam s%bag‘ﬁj“ymkah;_y?;glﬂ akad

antara dua prrlak ng sah Ersﬁb h:th dalffan keuntungan.
=\ | |
(Sabiq 1983 _2‘3L4] ¢atr bisa But J,@in

ra su'afm iStris dan telah
banyak dibahas dalafn 'kltab‘ kifab) fildh, tétapi ¢ fidak dalam bab nikah

" W

melainkan dalam bab buyu Sylrkah dlgolongkan sebagal suatu usaha yang
sah oleh para ahli hukum Islam sepanjang tidak ada kecurangan dan

ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

3.3. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan

Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya
tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab
fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual

(pribadi). Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam
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bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan

istrinya dari harta suami itu sendiri.

Di indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU
No. 1 Tahun 1974, Bab VII pada pasal 35, 36 dan 37. Pada pasal 35 (1)
dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing
suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena

perceraian, maka harta bersama menurut hukumnya masing-masing.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono

perkawinan. (Hasan 2004, 71) Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir

gini adalah harta bersrma milik suami istri yangamereka peroleh selama
semua daerah mempunyai peggertlan bahwa harta bersama antara suami
dan istri memang ada dengan 1st11ah yang berbeda untuk masing-masing
daerah. Seperti di daerah Aceh, mlsalnya disebut dengan heureuta
szhaurek,ait Idl Mlna vgkabau dlsebut harta suorang d1 daerah Sunda
disebut” ﬁuhb kbya ‘a\ta‘uJ tu’mpcmg kuya a‘cdﬁ erJ ‘kaya fKéb paten

Sumedang), Hl ?kﬁll‘té Hlsebuq har a‘—pencahahlaﬁ d1“dWa }leebut barang

alw

\

gana atau gono-gini, 1 Bah disebut drubef ﬁ)ro /d;l Kahmantan disebut
barang berpantanganJ di SuTawes; {Buglsx d

\ﬂ\/lakassar) dikenal dengan
barang cakar atau di Madura disebut dengan nama ghuna-ghana. (Hasan

2004, 71)

Status harta yang didapat selama dalam perkawinan merupakan
harta bersama antara suami istri. Namun, dengan adanya harta bersama
dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik
masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda
bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang
tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan
jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Antara

suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan
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menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik
suami maupun istri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga

harta bersama.

Pencarian bersama itu termasuk ke dalam kategori Syirkah

mufawwadhah (wj-al\ &), karena perkongsian suami istri tidak

terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan.selama dalam masa perkawinan
menjadi harta,bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan
atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut. (Hasan 2004,

72)

> =7

Dalam hal pe tanggungjawaban terhadap utang, baik terhadap

utang suami maupun® 1stri dlbebankan pada harfanya masing-masing.
Sedang terhadap utang yang dllakukan urftuk kepentlngan keluarga, maka
dibebankan pada harta bersama Akan tetap1 bila ‘harta suami tidak
mencukupl q‘tang tersebut dlbebankan pada harta istri.

A © ag \ NECERI]
LJLJJLi~l"u'-:'lJv.J"Ks - |Jl""'.« ‘-A“l ] — ',«U':i

AdaTu;n ang k\I ﬁartambe nT (eratt ﬂ:gan cara
menentukan LeLl‘taljgg Stal:d#g harta, gp_a](ah haL trel's buttﬁr uk dalam

harta bersama atau tlcﬁak anta\ra suqml 1'51;1‘1 cﬁﬂﬂm SU,atu perkawinan. Pasal

35ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yurisprudensi telah
menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan
sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu
tidak sesederhana penerapannya dalam kenyataan, dan masih diperlukan
analisis dan keterampilan dalam penerapannya. Analisis dan keterampilan
penerapan itu yang akan diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi

atau putusan-putusan pengadilan.

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang
termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian.
Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi

objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan:
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1) Apakah istri atau suami yang membeli;
2) Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami;
3) Dimana harta terebut terletak.

Jadi, apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung
otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami
istri yang membeli dan tidak menjadi masalah atas nama istri atau suami
harta itu terdaftar serta tidak peduli dimana letaknya harta tersebut. Yang
penting, harta itu dibeli dalam perkawinan, dengan sendirinya menurut
hukum menjadi objek harta bersama. Penegasan ketentuan yang demikian
telah dianut secara permanen-oleh yurisprudensi. Salah satu di antaranya,
dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mai 1971 Nomor
803 K/Sip/1970. Dal‘;m putusan ini dijelaskan harta yang dibeli oleh
suami atau istri di tempat yang jauh darti tempat tmggal mereka adalah

termasuk harta bersama Suaml 1str1 /]1ka Pembehan dilakukan selama

perkawinan. A 4
L,am halpyayka ang, pemleLNbarang pf Lﬂharta,prlbadl
suami afau istr*l jl‘ké uarT’g perhbe'h bzfran Sécafé{ ‘Befasa‘l“ dal"l harta

pribadi, bar \y%ug’ d j#ak terrriasuk hb{]% lJ[lLai‘ta UeHsama Harta
yang seperti itu tetap [men]adl mlhlg prl}aadl ruﬁnml atau istri. Hal ini dapat
|

dilihat pada kaidah %ang’ tertuan’g dalam“ plutusan Mahkamah Agung
tanggal 16 Desember 1975 Nomor 151 K/Sip/1974. Dalam putusan ini
ternyata harta yang dibeli berasal dari harta pribadi istri, sehingga
Mahkamah Agung menegaskan:

“Barang-barang yang dituntut bukanlah barang gono-gini antara
Abdullah (suami) dan Fatimah (istri), karena barang-barang tersebut
dibeli dari harta-harta bawaan (harta asal) milik Fatimah”.

3.4. Kedudukan harta bersama setelah terjadi perceraian
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Apabila telah terjadi perceraian maka harta bersama diatur
menurut huukum masing. Menurut pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun
1974 yang berbunyi “bila perkawinan putus karena perceraian harta
besama diatur menurut hukum masing-masing”. Yang dimaksud dengan
hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum

lainnya.

Penjelasan ketentuan pasal 37 undang-undang no.1 tahun 1974

memberi jalan.pembagian harta bersama sebagai berikut:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agamajika hukum agama itu
merupakan kesadasan hukum yang hidup dalam mengatur tatacara
perceraian. \ ‘

2.  Aturan pembaglannya akan dllakukan menurut hukum adat, jika
hukum tersebut merupakan kesadar‘an ya‘ng hidup dalam lingkungan
masyarakat yang bersangkutqn '

3. Aturan hukum hukym lalnnyg = =
Y l J J lo — l A\ “ L : I\& u." “'53' . *\‘_':“ ?\ { h*l’;g] l: l"_, LS—,

Menﬂr‘ﬁt vﬂhya \Hﬂ ahap" peyl]”é’ra\sﬁl E :ﬂ 37=undang-undang
\ “
kete

T4lte seb_‘ut hlhu un e denga ntuanpasako6 dan 97

kompilasi hukum Isl:{hﬂ) pqé&graﬁéﬁ}-pgﬁﬁraﬁaﬂ hpku.m Islam dalam soal

=)
== .--f
»,\I

no.1 tahun 1

pembagian harta bersama baik dalam cerai mati dan cerai hidup, sudah
mendapat kepastian positif. Karena baik dalam hal cerai mati pasal 96 ayat
(1) menegaskan : separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang
hidup lebih lama. Begitu juga dalam cerai hidup, pasal 97 menegaskan :
janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (1/2) dari
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan.(Harahap 2005, 279)

Ini berarti terbentuknya harta besama dalam perkawinan ialah
harta yang diperoleh sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan

perkawinan itu bubar. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa saja yang
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diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat
perkawinan putus baik disebabkan oleh karena salah satu pihak
meninggal dunia atau karena perceraian, maka seluruh harta-harta

tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Selain itu, Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta

tersebut menjadi harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan:

- Apakah isteri atau suami yang membeli;
- Apakh harta terdaftar atas nama istri atau suami;

- Dimana harta itu terletak:

Misalnya su ml' isteri selama péf'i(:ilwinan berlangsung
mempunyai harta da uang simpanan, kemudlap terjadi perceraian.
Semua harta dan uang 51m‘panan dlkuasal suaml belum dilakukan
pembagian. Dari| uang 51mpanan tersebut suami membeli atau

membangun rumah. Dalam kasus yang sepertl ini, rumah yang dibeli atau

yang @anun !Suami’\:.s%}teTa‘}_l 1te‘rj1}d-1; pelq’delf}%ffm ‘-ﬁ,_*n‘aké _'barangil hasil

pembelian "E Tbamglman anFermklan te ptﬁrmasulT
L JINLLJR )

harta bersa A | ¥

dalam objek

1]

Karena dengiﬁ per;é}ap;n) yaﬁéaseﬂ;aﬂ‘tl im:, hukum tetap dapat
menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah bentuk
menjadi barang lain. Sekalipun harta bersama yang semula berupa tanah
atau kebun telah dirubah dan ditukar suami atau isteri menjadi gedung
atau uang, pada barang tersebut tetap melekat secara mutlak wujud harta
bersama. Sekiranya hukum tidak mampu menjangkau hal yang seperti itu,
akan banyak terjadi manipulasi harta bersama saat sudah terjadinya
perceraian, dengan pengharapan agar dia dapat menguasai seluruh harta
bersama. Tindakan dan i’tikad yang seperti itu bertentangan dengan
hukum dan kepatutan. Untuk mengatasinya, asas kemutlakan harta

bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk
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apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud
barang yang baru itu diperoleh atau dibeli setelah perceraian

terjadi.(Harahap 2005, 276)

Menurut yurisprudensi mahkama agung dalam hal tejadi
peceraian, barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan
masing-masing mendapat separoh bagian. Tentang masalah penerapan
pembagian harta bersama dalam' cerai hidup, tidak begitu menimbulkan
persoalan. Karena pembagian harta dapat dilakukan secara tunai dan
langsung antara suami dan isteri, masing-masing-mendapat setengah
bagian. Lain halnya dalam pembagian harta bersama dalam keadaan cerai

mati. Dalam masalah ini timbul berbagai masalah yang memerlukan

penerapan tersendiri. | y

o
N

P e
-w 4

3.4.1. Cerai matitanpa a{flak_\

Dalam hal cerai mati tari‘f)‘a--ana;'k yang dilahirkan penerapannya
berdasaiKah| hﬁ%&ﬁm?‘dﬂhﬁ:w’fefdé@atp Béﬁerafpa‘ \Narflasi—Misalnya) suami
meninggal dﬂy np‘a\ anak ‘Tehl y‘ ng Emiigal Panya teri (janda).

éperlsl im berpe
maupun harta bersarrﬁa,jatuh\men]{idl Warlsfpn‘hstem (janda). Paling tidak

" W

Dalam kasus_ dapat; harta bawaan suami
si isteri (janda) berhak untuk menguasai dan menikmati selama hidup
atau selama dia belum kawin dengan laki-laki lain. Pendapat yang seperti
itu dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November
1960 No. 302 K/Sip/1960. Dalam putusan ini terdapat uraian

pertimbangan yang menjelelaskan:

“Menurut hukum adat di indonesia, seorang janda perempuan
merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti,
bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tertap di
tangan isteri (janda) sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia

meninggal dunia atau kawin lagi, sedang beberapa daerah di indonesia di
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samping ketentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan amat
banyak harganya, isteri (janda) berhak atas bagian warisan seperti

seorang anak kandung”.

Jika putusan di atas diurai lebih lanjut, terdapat beberapa
penggarisan hukum yang berkenaan dengan harta bersama. Pertama,
dalam hal suami meninggal dunia tanpa keturunan, isteri (janda) akan
menguasai dan menikmati harta-bersama selama ia hidup atau selama ia
tidak kawin lagi dengan laki-laki lain.” Apabilah harta bersama yang
ditinggalkan hanya sedikit saja lalu dia kawin dengan-laki-laki maka harta
bersama dibagi dua, setengah bagian untuk isteri (janda) dan setengah
bagian lagi untuk ahli a;rAi's mendiang (almarhurﬁj s‘uami.

Dari uraian di ata; sekahpun masalah harta bersama yang hendak
diterapkan dalamm hngkungan peradllan bertltlk tolak dan bersumber

dari ‘urf atau hukum adat yang betkembang dalam kehidupan masyarakat

el B

r N

dan praktek peradllan S = = e
. =5 % l‘w: : ‘A \ Al ‘/'" 2ms it ')‘
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KhuﬂJS' me ghada(pl ],{ sus"hértafﬁers mﬂ daﬁmperILman yang
\ 1 |
tidak dikaru al‘dﬁ k ap ila} erkaw ah' Karenassal

atu pihak
meninggal dunia, seédé.}:é lua(_kukag J})erri;bgglﬁn\(x{anﬁtzfa pihak yang masih
hidup dengan ahli waris yang meninggal tanpa mempersoalkan pihak
mana yang duluan meninggaal sekalipun isteri yang duluan meninggal,

lakukan segera pembagian.
3.4.2. Cerai mati dan ada anak

Dalam kasus cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik
isteri (janda) maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta
bersama. Demikian bunyi putusan mahkammah agung tanggal 8 agustus
1959 no. 258/K.Sip/1959, apabila suami meninggal dunia dengan
meninggalkan isteri (janda) keturunan (anak), menurut hukum baik anak-

anak atau seorang diri anak maupun janda, dapat menuntut pembagian
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harta bersama tuntutannya itu berisi, ssetengah bagian menjadi hak
mendiang suami, merupakan tirkah bagi ahli waris mendiang suami
(dalam hal ini janda dan anak-anak). (Putsan MA RI Nomor.

258/K.Sip/1959)

Begitu prinsip pembagiannya, dan sepanjang mengenai
pembagian ini, boleh dikatakan tidak menimbulkan permasalahan. Yang

menjadi permasalahan untuk di ialah tidak hanya dalam kasus

dalam hal cerai mati: a . ket pan dan yang
sering terjadi d kehid ' ' peradi 3 steri meninggal
dunia dengan men i ak yang masih
kecil. Harta bersz 2 ‘ i ax ai suami. Bagian
mendiang isteri

anak.(Harahap 2005, 2

kepada anak-
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